
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 881, 2021 KEMENKEU. Tahun Anggaran 2021. PPN atas 

Penyerahan Rumah Tapak. Unit Hunian Rumah 

Susun. Pencabutan.  
 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 103/PMK.010/2021  

TENTANG 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN UNIT 

HUNIAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH  

TAHUN ANGGARAN 2021 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk tetap mempertahankan daya beli 

masyarakat di sektor industri perumahan guna 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu 

melakukan penyesuaian kembali kebijakan mengenai 

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan rumah tapak 

dan unit hunian rumah susun yang ditanggung 

Pemerintah tahun anggaran 2021; 

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas 

Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah 

Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 

2021 belum dapat menampung perkembangan 

kebutuhan pengaturan kebijakan Pajak Pertambahan 

Nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian 

rumah susun yang ditanggung Pemerintah tahun 

anggaran 2021 sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 



2021, No. 881 -2- 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan 

Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian 

Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun 

Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 51 Tahun 1983, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang  dan  Jasa  dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan 

Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian 

Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 808); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 

tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran 

pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 

Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1034); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 

tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1561); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK 

DAN UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG 

PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

   

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah beserta perubahannya. 

2. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat 

dengan PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.  

3. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang 

melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau 

penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang PPN. 

4. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang PPN. 

5. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat 

oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak atau penyerahan jasa kena pajak. 

6. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua 

biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual 

karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk 

PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan 

potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi 
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wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka 

waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

 

Pasal 2 

(1) PPN yang terutang atas penyerahan: 

a. rumah tapak; dan  

b. unit hunian rumah susun, 

yang memenuhi persyaratan ditanggung oleh Pemerintah 

untuk Tahun Anggaran 2021. 

(2) Rumah tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a merupakan bangunan gedung berupa rumah tunggal 

atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak 

bertingkat yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 

layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat 

dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya, 

termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian 

dipergunakan sebagai toko atau kantor. 

(3) Unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan satuan rumah susun yang 

berfungsi sebagai tempat hunian. 

 

Pasal 3 

(1) PPN terutang yang ditanggung Pemerintah atas 

penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

merupakan penyerahan yang terjadi pada saat: 

a. ditandatanganinya akta jual beli; atau 

b. ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli 

lunas,  

serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk 

menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni 

atau unit hunian rumah susun siap huni yang 

dibuktikan dengan berita acara serah terima paling 


